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GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
  

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 NOMOR   6   TAHUN 2020  

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SULAWESI TENGAH 

TAHUN 2020-2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mengingat 

: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

: 

a. bahwa pembangunan pangan dan gizi ditunjukan 
untuk mencukupi ketersediaan dan kebutuhan 

pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara 
adil dan merata baik dalam jumlah maupun 
mutu pangan dan gizinya, sehingga diperlukan 

rencana aksi daerah pangan dan gizi; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan, menyatakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi 

setiap 5 (lima) tahun; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 

 
  

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. 
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 
menjadi Undang-Undang Lembaran Negara 

Republik Indonesi Tahun 1964 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2687); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
 

3. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5680); 

7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 
tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan 
Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 100); 
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 

tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Tahun 2017 Nomor 188); 

 
 

                        MEMUTUSKAN : 
 

  Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 

DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SULAWESI 
TENGAH TAHUN 2020-2024 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaran 
pemerintah dan pembangunan Sulawesi Tengah. 

2. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi 

proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan. 
3. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah 

dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. 

4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya 
disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan 

Gizi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024. 
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 

 

 
6. Pemerintah Daerah . . . 



3 
 

 
 

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

BAB II 

RAD-PG 

 

Pasal 2 

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman 

dalam upaya percepatan pembangunan pangan dan gizi guna 
mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 
2020 sampai dengan Tahun 2024 dalam bentuk arah kebijakan 

pencapaian target sasaran pembangunan pangan dan gizi. 
 

Pasal 3 

(1) Dokumen RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN; 
b. BAB II : PANGAN DAN GIZI SEBAGAI INTERVENSI 

PEMBANGUNAN; 

c. BAB III : RENCANA AKSI MULTI SEKTOR; 
d. BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI; 

e. BAB V : PEMANTAUAN DAN EVALUASI; dan 
f. BAB VI : PENUTUP. 

(2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 4 

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman 

bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi daerah 
sekaligus menjadi instrument sinergitas berbagai Perangkat 
Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga terkait di 

daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan 
dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi. 
  

Pasal 5 
 

Jangka waktu pelaksanaan RAD-PG yakni 5 (lima) tahun 
terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. 
 

 
BAB III 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 
 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi 

pelaksanaan RAD-PG. 
(2) Tata cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB IV . . . 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

 
 
 

Ditetapkan di  Palu 
pada tanggal 17 Maret 2020 

   GUBERNUR  SULAWESI  TENGAH, 

 
ttd  

 
LONGKI DJANGGOLA 

 

 
 

            
Diundangkan di Palu 

pada tanggal 17 Maret 2020 

      SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI SULAWESI TENGAH, 

 

                     ttd 

 

       MOHAMAD HIDAYAT 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 721  

      Salinan sesuai dengan aslinya 

                 KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

                 Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH 

                      Pembina Tk I, IV/b 

             Nip. 19780525 199703 1 001 

 

 


